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ABSTRAK

Analisis Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Perspektif Figih Siyasah

Penulis :
DEDEN SETIAWAN
NIM. 2323760021

Pembimbing:
1) Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag 2) Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Kaur
dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; menilai tingkat partisipasi masyarakat
dalam proses legislasi daerah; serta mengkaji implementasi nilai-nilai figh siyasah
dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi
dokumentasi, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi terhadap proses
legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah daerah
Kabupaten Kaur dalam pembentukan Perda, mulai dari pengajuan rancangan hingga
pengesahan melalui koordinasi lintas-OPD dan kolaborasi dengan DPRD,
mencerminkan komitmen terhadap otonomi daerah yang responsif. (2) Partisipasi
masyarakat dalam pembentukan Perda masih terbatas dan belum optimal. Meskipun
tersedia forum konsultasi publik, pelibatan masyarakat lebih bersifat informatif
daripada konsultatif, dengan mekanisme yang cenderung top-down dan kurang
responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya lokal. (3) Peran pemerintah dan partisipasi
dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kaur telah merefleksikan prinsip-prinsip
figih siyasah melalui musyawarah (pelibatan DPRD dan masyarakat), keadilan
(menyeimbangkan kepentingan), dan kemaslahatan (regulasi yang bermanfaat luas
bagi masyarakat).

Kata kunci: Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022, Figih Siyasah.



ABSTRACT

An Analysis of the Role of Local Government and Community Participation in the
Formation of Regional Regulations in Kaur Regency Based on Law Number 13 of 2022:
A Fiqh Siyasah Perspective

Author:
DEDLEN SETIAWAN
Student [D: 2323760021

Supervisors:

1. Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

This study aims to analyze the role of the Kaur Regency local government in the formulation
of regional regulations based on Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment
to Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation; to assess the level of community
participation in the regional legislative process; and to examine the implementation of figh
siyasah values in the formation of these local regulations. This research employed a qualitative
method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through documentation
studics, interviews with relevant stakeholders, and observations of the local legislative process.
The findings show that: (1) The role of the Kaur Regency local government in the legislative
process—from the drafting stage to enactment—through inter-agency coordination and
collaboration with the Regional People's Representative Council (DPRD), reflects a
commitment to a responsive regional autonomy. (2) Community participation in the formation
of regional regulations remains limited and suboptimal. Although public consultation forums
arc available, community engagement tends to be more informative than consultative, with
mechanisms that arc largely top-down and insufficiently responsive to local socio-cultural
values. (3) The roles of the government and community in forming regional regulations in Kaur
Regency reflect the principles of figh siyasah through deliberation (involving DPRD and the
community), justice (balancing interests), and public welfare (producing regulations that
benefit socicty broadly).

Keywords: Regional Regulation, Local Government, Community Participation, Law
Number 13 0f 2022, Figh Siyasah
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